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ABSTRAK 

 
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (NCB Asset Forfeiture), Pe adalah 

untuk menentukan status dari asset tersebut dibandingkan untuk membuktikan 

suatu kesalahan di dalam suatu tindak pidana. Oleh karena tindakannya tidak 

terhadap seorang terdakwa individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik 

harta benda merupakan pihak ketiga yang berhak untuk mempertahankan harta 

benda tersebut. Penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian hukum yang 

didasarkan kepada sistem norma yang ada di masyarakat berupa asas-asas, 

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 

perjanjian, konvensi, serta doktrin para ahli hukum. Instrumen yang digunakan 

untuk melakukan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya 

penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan dalam 

konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset tanpa 

pemidanaan merupakan upaya hukum untuk mengembalikan kerugian negara 

tanpa harus menunggu putusan pidana atas pelaku tindak pidana korupsi. 

Dalam undang-undang yang berlaku, mekanisme ini dimaksudkan untuk 

mempercepat proses pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal serta 

untuk memberikan efek jera kepada pelaku. prinsip-prinsip hukum yang 

mendasari perampasan aset, perbandingan dengan sistem hukum lainnya, serta 

implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Fokus 

utamanya adalah pada bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum dan melindungi kepentingan negara dari kerugian yang 

disebabkan oleh tindak pidana korupsi. 

 

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi 
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ABSTRACT 

 
Confiscation of Assets Without Punishment (NCB Asset Forfeiture), 

which is also referred to as "Civil Forfeiture", Forfeiture In Rem. The purpose 

of confiscation of assets in rem is to determine the status of the assets rather 

than to prove guilt in a criminal act. This is not a punishment, but rather a 

mechanism to ask the court to determine the ownership status of the asset. or 

Forfeiture of Objects in some jurisdictions is an action against the assets 

themselves and not against an individual. the property owner is a third party 

who has the right to defend the property. This research is normative in nature, 

namely legal research that is based on the system of norms that exist in society 

in the form of principles, norms, rules from statutory regulations, court 

decisions, agreements, conventions, and the doctrines of legal experts. The 

results of this research are that the existing systems and mechanisms regarding 

confiscation of assets resulting from criminal acts as well as the instruments 

used to commit criminal acts, are currently unable to support efforts to enforce 

laws that are just and improve people's welfare as mandated by the 

Constitution of the Republic of Indonesia 1945. The concept of confiscation of 

assets without punishment in the context of the Corruption Crime Law. 

Confiscation of assets without punishment is a legal effort to recover state 

losses without having to wait for a criminal decision against the perpetrator of 

a criminal act of corruption. In the applicable law, this mechanism is intended 

to speed up the process of returning assets obtained illegally and to provide a 

deterrent effect to perpetrators. legal principles underlying asset confiscation, 

comparison with other legal systems, as well as implementation and challenges 

faced in its implementation. The main focus is on how this policy can increase 
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the effectiveness of law enforcement and protect state interests from losses 

caused by criminal acts of corruption. 

 

Keywords: Confiscation of Assets, Corruption Crimes 
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